
^ PE^<:3A, '- .-a;'ERMOFIONAN

Nc, .??- ./PUU ?'\V/201b

"0:<OAHar!

I\.. Ok. -^e, bee 20\^,Tangga!

I\! - 3-2 .,.;,., t I 13Jam

PERMOHONAN PENGU, IAN

UU No. ,. 4 TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

Terhadap

UNDANG-UNDANG DASAR 1,945

Diajukan 01eh:

Freedom of Information

Network Indonesia (FOINl)

Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia

Pada

1.0 Oktober 201.6



*

KGpada Yang Techormat,
KETUAMAHl^. AMAHKONSTITUSIREFUBLIKINDONESIA

DiJalan Medan Merdeka BaratN0. 6 JakartaPusatlOllO

Perthal: Permohonan Fengujian Pasa1 33 un No. 14 Tahun 2008 tentan Keterb k
InformasiPublik Terhadap I. ^I. ^D 1945

~

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami,

WahyudiDjafar, S. H. , VeriJunaidi, S. H. , M. H. , FadliRamadhanil, S. H. ,
Ahmad Hanafi, S. 111.1. , Dessy Eko Prayitno, S. H. , Astrid Debora, S. H. , M. 11. ,

Lintang Setianti, S. H. , Miftah Fadhli, S. H. , Bermhard Ruben lR. Sumi ar, S. H.
AzharN"rF. A1am, S. H. , Sekar Banjaran Aji, S. H. , Adam M. Bun a Ma an , S. H.

Kesemuanya adalah-advokat, pengabdi bantuan hukum dan pegiat keterbukaan infonn
publik, yangmemilihdomisilihukumdiJalanTebetUtaralllDN0.12ATebetJalcart S I
12820, Telp/Fax. 021"8353626. BeadasarkanSuratKuasaKhusustertan a18 A t 2016
dalamhalinibertindakbaikbersama-samaataupunsendiri-sendiriuntukdanata :

I. Yayasan Fenguatan Partisipasi Inisiatif dan Kernitraan Mas arakat Indone '
orAPPIKA), heralamatdiJl. PadatiRayaN0. 20, RawaBttnga, Jatinegara, JakartaTimur,
sesuai dengan ketentuan Pasa1 16 ayat (5) Akta Pendirian YAPPIKA, dalam balmi
diwakiliolehLiliHasanudin, warganegara Indonesia, SGIakuKetuaBadanP ,
yang kernudian menguasakan tugas dan wewenangnya beadasarkan Surat Kuasa 1<. 11us
tertangga14 Agustus 2016, kepada Fransisca FitriKurnia Sri, warga ne ara Indones' ,
Ichir di Ponorog0, 2 Desember 1970, selaku Direktur EksekutifYAPPIKA;

Selarijutiiya disebut sebagai

*

2. Yayasan Pusat Teraah dan Informasi Regional(PATTIRO), beralamat diJl. Mawar
Komp. KGjaksaan Agung BIOk G No. 35 Pasar Minggu, Jakarta SGIatari, sesuai de
Retentuan Pasa1 16 ayat (5) Akta Pendirian PATTIRO, dalam halini diwakili o1eh
Maya Rostanty, warga negara Indonesia, Ichir diBanyumas, 21 Met 1975 selaku KGtua
Badan Fengurus;

a.
I

SGIanjutnya disebut sobagai

3.

,..

Yayasan Perkumpulan Untuk Feinilu dan Demokrasi(PERLl. IDEM), beralamat di
Jalan Tebet Timur TVA No. I Tebet, Jakarta Selatan, sesuai den an ketentuan Pa a1 16
ayat(5) Akta Pendirian PERLUDEM dalamhalinidiwakiliolehTitiAn raini, S. H. ,
M. H. ,labir dipalembang, 12 Oktober1979, saladKetua BadanPen mus;

SGIanjutnya disebutsebagai

4. Muhammad Djufryhard, warga negara Indonesia, Ichir di Reinban , 27 Jul' 1970,

Feinohon I
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pekel;jaan Karyawan Swasta, beratamat din. Tinam BonjolN0, 21 RT 004, RW 003, Kel,
Limba, KGc. Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Selarijutnya disebut sebagai

5. Desiana Samosir, warga negara Indonesia, Ichir di Kotabumi, 6 Desember 1985,
peke^jaan Peneliti dilndonesian Parliamentary Center (IPC), beratamat di 11, M. Shaleh
RT. 001, RW. 003 KGl. Suka Menanti, KGc. Bukit Kernuning, Kab, Lampung Utara;

SGIarijutnyadisebut sebagai FeinohonV

Untilk salarijutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebutjuga sobagai PARA
PEMOHON.

Para Pemohon dengan ini meng{^jukan permohonan Fengijian Materin Pasa1 33 Undang-
Undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukann Infonnasi Publik (BinktiF'-I)techadap
Undarig-UndangDasarNegaraRepubliklndonesiaTahun 1945 SGIanjutriyadisebutUUD 1945
(BuktilP-2).

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menjadi salali satu pilar penting dan konstitusi, UUD 1945 pasca-
amandemen, yang merupakan bualidarireforrnasidemokratik. Amandemenkedua konstitusi,
yang disahkan pada 18 Agustus 2000 diantaranya mengesahkan Bab XI!\. tentang Hak Asasi
Manusia, yang di datamnya sedikitnya terdapat sepuluh pasal, inulai dan Pasa1 28A sanipai
dengan Pasa128J. KGtentuan-ketentuan tersebut hensipengakuan penghonnatan, pemenuhan,
dan perlindungan seperangkat hak asasi, yang dikualifikasi menjadi hat konstitusional bagi
setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, dan negara berkewajiban untuk
mengimplementasikaimya.

Jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam seperangkat pasal konstitusi di
atas, salad satoriya iaiah jaminan pornndungari untok mencari, menyimpan, dan
menyebarluaskan infomiasi, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasa1 28F DUD 1945.
SGIanjutnya sebagai bagian dan upaya untuk menialantan mandat konstitusionaltersebut,
negarajuga telah merubentuk UU No. 14 Tabun 2008 tentarig KGterbukamilnfomnasi Publik,
yang di dalamnya juga sekaligus dibentuk Komisilnfonnasi, sebagaisebuah " Iemb@go
indridiri yQizg bed, ,}:gsi mew'alankan Undai?g-Undczi?g ini don pern!31rQn pelaksan@on, :ya
mene!apka}z petz!1/1'ark rekizis standar toy0?20n I^formasi Publik dan menyelesotk:an Sengke!a
11:10rmasiPt, b!Ik meld/"iMedi@sidan/dial, ,;!7'3, dikosi}20nl!rigosi".

KGberadaan Komisi Informasi kernudiari menjadi cukTIP vitalterhadap langkah dan upaya
peruenuhan akan kebutuhan infonnasi masyarakat, dengan peraimya dalam mediasi dan
I^judikasi. Mengingat perannya yang sangat ponting, mala proses pengisiari anggota Komisi
Informasi Pusat, Komisilnformasi Provinsi mallpun Komisilnfonnasi Kabupaten/Kota mesti
dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan o1eh undang-
undang. Ketentuan untok pengisian pimpinan atau anggota Komisilnformasiini diatur dan
Pusa1 30 sampai Pasa1 33 UU KGterbukaarilnfonnasi Publik.

Secara urnum pergantian anggota Komisilnforrnasi hampir sama dengan proses pergantian
yang disediakan untuk komisi-komisi negara independen lainnya. Pergantian dilalui dengan
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mekanisme saleksi o16h panitia yang dibentuk o1eh Presiden bagi Komisilnfonnasi Pusat,
panitia SGIeksi yang dibentuk o1eh Gubernur bagi Komisi Inforrnasi Provinsi, dan panitia
saleksi yang dibentuk o16h Bupati/Walikota bagi Komisi infonnasi Kabupaten/Kota. Lalu
kernudiari dimintakan persetujuari kepada Dowan Peruakilari Rakyat (DPR) atau Dewan
Peruakilan Rakyat Daera}I(DPRD).

Dalam perkembangariiiya, tenitama proses SGIeksi bagi Komisi lnfomiasi Provinsi, inuricul
perbedaan tafsir terhadap minusan Pasa1 33 UU KGterbukaan Informasi Publik, kliususnya
pada frasa "changkat kernbafi". Ketentuari Pasa1 33 sendiri secara Iengkap menyebutl:an,
"Anggo!o Komtsil?!/'ormosidiangkqtt, 12tz, k masoj'aba!an 4 (binpat) t@hull dan dqpa! digngkat
kernba!twillt, k salar periode herik"tnyd*'. Frasa "d@pot digngkat kernba!i" ini kernudian
meinuriculkan pemaliaman betbedadalam penafsiramiya disejumlah daerah.

Setelah masa jabatan anggota komisiinfonnasi beraldriir untilk masa jabatari Ginpat tallun
pertama, inaka untuk periodc berikutriya, dibentuk panttia saleksi, layaknya mekanjisme yang
diattirdidalam Pasa132UU Keterbukaan InformasiPublik. Prosesnyadilakukanpembentukan
panitia saleksi o16h KGpala Daerah, kernudian panitia setoksi meIakukan proses seleksi, dan
inulai mengumumkan pendaftaran calon, inanerima pendaftaran dan menguniumkan calon
yang mendaftar kepada publik untuk diberikan masukan. SGIanjuinya, panitia SGIeksi
mengajukan 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (Iima berus) nama calon kepada
Gubemur/Bupati/Walikota untuk diajukan ke DPI^.lD Provinsi amu DPRD KabupateiVKota,
dankemudianDPRD Provinsiatau Kabupaten/Kotamemilihcalon anggota Komisilnfonnasi
meIaluiujikepatutan dan kelayakan Undndproper test).

Namun disebagian daerah, ketentuan Pusa1 33 UU KGterbukamilnfonnasi Publik, khususnya
pada frasa "did}Igkaikemboli", dimaknai ballwa anggota komisiinfonnasiyang telah berakhir
masajabatannyauntukempattalioripertama, tidakperludiseleksikembali, dandapatlangsung
diartgkat o1ehkepaladaerahdenganmengeluarkan SUTatKeputusan(SK) pengangkatan. Fada
sepertiini salad satoriya te^jadi di Provinsi GOTontalo. Fenomena ini menunjukkan ballwa
ketentuan di Pasa1 33 UU KGterbukaan Informasi Publik, rumusamiya telah menciptakari
ketidakpastianhukumterhadapprosespemilihananggotaKomisilnfonnasi. A1<ibatyanglebih
mas dan ruinusan pasalini, adalah torhambatnya kosompatan warga negara untilk dapat
mencaloiikan din menjadi anggota Komisi Infonnasi, karena tidal: dilaksanakaimya proses
seteksi yang terbuka. Dan segi ke^ja kelembagaan sangat inungkin jaminan terhadap
keterpenuhan hat warganegara dalam mendapatkan infomnasi, tidalcterpenu}Ii.

SGIain itu, proses pemilihan komisinegara independen yang hanya dilakukan DIGh sattiotoritas
kekuasaan st^ja, telah melanggar salah satu ciri utama keberadaan komisi negara independen.
Ciriinimenekankan pada proses pengisian anggotanya yang hams menbatkan 16bih dan satu
16mbaga atau KGkuasaan. Dengan tujuan untuk menjaga kernaridirian, imparsialitas, dan
independensi komisi. Situasiini akan belliotensi mornbesar ke deparniya, mengingat setia
level Komisilnformasi, baik di pusat, propinsi, atau kabupaten/koto, secara kelembagaart
adalah independen. Artinya setiap level komisi meminki roang tafsir sendiri-sendiriterhada
bunyirumusanundang-undang. 016hkarenanya, ketentuanataunonnadalamundang-undangn
rumusaimya barus pasti, sohingga tidalc meinbuka CGIalipenafsiran yang beragam. Atas dasar
jin, Kami Para Pornohon mengajukan pengujian Pasa1 33 LIU No. 14 Tallun 2008 tentang
KGterbukaan Informasi Publik, khususnya separijang frasa "dinngk@r kernbali"terhadap Pasal
I ayat(3), Pasa1 27 Ayat(I), Pasa1280 Ayat(I), Pasa1280 ayat(3); danPasa128F UUD 1945.

B. KEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSl

.
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I. Bahwatransisipolitikdariotoritariankedemola. asiyangbenijungpadaarnandemenUUD
1945, salah satunyatelalimenghasilkan perubahariterhadapPasa124 Ayat(2) UUD 1945,
yang menyatakan, "Kekz!asaan kgh@kimon dimkz, kiln o1eh $863, ah Mahkomah Agt, rig dan
bQdon perudz7a}? yoiig berada at bowahizyo datam lzhgkz!}zgcziz perQdil@, I I'murn,
lingkz!rigo?I perodi!an againa, 1172gkz4?Igaiiperadiloiz minier, lingkungo}z perodilai? tat@
usohcz negQro, don o1eh sebt!ah Mahkamoh Konsriiz!si".

2. Banwa solarijutnyd Pasa1 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatal<an, "Mahkczmoh Konsti!"si
belwenong meltg"din podo lingkat pertaino dolt tor"khir yang pinusa}lityci bers;itIt final
uniz, k mengz!It undo}zg-unda}28 telh@dqp Undang-Unda"g Dasar, meinertz, s sengk;eta
kewenangan 18mboga negara yczi?g kewei?ringai!}!ya dibertk@re o1eh Und@rig-Unda, :g
DOSor, meinari"s pembz, baron parrai pontik, dan memums perselisihczr? tentong hasil
pemilihan Minkm";

3, Ballwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang meIakukan pengujian undang-
undang techadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pusa1 10 ayat (1) 00 No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah dinbah dengari UU No. 8
Tabun 2011 tentang Perubahari UU No. 24 Tabun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
yangmenyatakan:"MahkQm@h Ko}Is!ill, siberweii@1:8mengadilipodQ!ingk;gtpertamad@n
nerdkhir, yang pullisoi?nya be78nbt ling131ntt!k. ' (ti) Mengt, I'i und@rig-1412dang terh@dqp
Undang. UndaizgD@sorNegar@ Repztbliklftdonesia raftt, n 1945";

4. Ballwa seialan dengan ketentuan dengan UU Mahkarnah Konstitusi di atas, kewenangan
MK untuk menguji undang-undarig techadap UUD 1945 juga ditegaskari di dalam
ketentuanPasa129 ayat(I) hurtifaUUN0. 48 Taller12009tentangKekuasaanKehakiman.
Halinijugasebagaimanadiseb11tkandidalamketentuanPasa19 ayat(I) UUN0. 12Taliun
2011tentangPembentukanPeraturanPenmdang-undangan, yangmengatakan"Datamh@I
sz!aru Undoi?g-Undai?g didz, gcz belteiztoi, gall dengon Undo, zg-Und@rig Dasar Negora
Rept, bitk Indonesia T@ht!12 1945, perlgz, /'ian, :ycz dimkt, kan o1eh Mahk;cim@12 Konsttt"sf'.

.

,

5. Ballwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagailembaga pengawal koirstitusi(the
guardian of constitution). Apabila terdapat Undang"Undarig yang berisi atan terbentuk
bertentangan dengan konstitusi (inco?zs!tintiorza!), mata Mahkamali Konstitusi dapat
menganulimya dengan meinbatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara
menyeluruh atau pun pasalperpasalnya;

6. Ballwa sebagai penndung konstitusi (!he guardian of constitution), MK juga berhak
memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-
undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap
konstitusionalitas pasal-pasal datam undang"undang tersebut menipakan tafsir sattt-
satunya (!he sole mienpreter of consri!"!ion) yang meminki Rekuatan hukum, 01eh
karenanya terhadap pusal~pasal yang meminki maima ambigu, tidaljelas, datatau multi
tarsirdapatpuladimintakanpenafsirannyakepadaMK. Dalamsejuinlahperkarapengujian
undang-undang, MK juga terali beberapa kan menyatakan sebuah bagian dan undang-
undang konstitusionalbersyarat (bondi!ionn!!yc0?1stirutzbna!) sepanjang ditafsirkansesuai
dengantafsir yang diberikan MK; atollsebalikiiyatidak konstitIISional:jikatidak diartikan
sesuaidenganpenafsiran MK;

*
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7. Bahwaketentuan Pasa133 un No. 14 Tahun 2008 tentsiig KGterbukaan InfonnasiPublik
menurut Para Feinohon telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, meIchirkan
penafsiran yang ambigu, tidal jelas, dan multi tafsir, serta belpotensi menghambat
peruenuhan hak-hak konstitusional, toriitama hak atasinfonnasiwarga negara, khususnya
ParaPemohon, sehingga merugikan hak-hakkonstitusionalParaPemohon;

8. BallwaolehkarenaitumelaluiperrnohonaniniParaPemohonmengt^jukaripengujianPasal
33 UU No. 14 Tallun 2008 tentang keterbukaan Inforrnasi Publik, Ichiususnya sepanjang
frasa "changkq! kernb@11", terhadap UUD 1945;

9. Bahwa berdasarkan hal-haltersebut diatas, karenapemiohonan pengujian nit merupakan
pennohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana diatur o1eh UUD 1945, UU
Mahkamah Konstitusi, UU KGkuasaan KGhakiman, UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; serta Peraturan Malllcamah Konstitusi, in cdSz! Pasa133 UU No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, separijang firasa "did?:gkcz! kernb@It"
techadap Pasa127 Ayat(I), Pusa1280 Ayat(I), Pasa1 280 ayat(3), dan Pusa1 28F unD
1945 adalah pangujian undang-undang terhadap 000 1945, mala Mahkamah Konstitusi
beDyenang untukmemeriksa, mengadilidanmemums permohonanQquo.

C. KEDUDUKANHUKl. IM(LEG^ILS7:4NDJNG)PARAlREMOHON

10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untok mengajukan pennohonan
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satiiinchkator
perkembangan Retatanegaraan yang POSitif, yang merefleksikan adanya kern:^juan bagi
penguatari prinsip-prinsip negara hukum, undang-undarig sebagai sebualiproduk pontik
dan DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada tombaga
yudisial, sehingga sistem cheki grid balances bedalaridengan efektif;

11. Ballwa Mahkamah Konstitusi, berfiingsi antara lain sebagai "guardian" dan
cons!nun0}101 rights" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamali Konstitusi

merupakan badan yudisial yang bornigas menjaga hak asasi manusia sebagai halt
konstitusional dan hak hulcurn setiap warga negara, Dengan kesadarariinilah Para
Pemohonkemudianmemutuskanunttikmengaj11kanpennohonanujimateriilPasa133 UtJ
No. 14 Tahun 2008 tentang KGterbukaan InformasiPublik techadap UUD 1945;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 51 ayat(I) UU MKjo. Pasa13 Peraturan Mahkama}I
Konstitusi No. 061PMK/2005 tentang Fedoman Berocara Dalam Perkara Fengujian
Undang"Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalali pmak yang menganggap hak
darnatau kewenangarikonstitusionalnya dirugikan o1eh benatrunya undarig-undarig yaitu:
a. perorangan warganegara Indonesia;
b. Resatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KGsatuari Republik Indonesia yang
diatur datam undang"undarig;

c. badan htikum publik atau privat;
d, Iembaga negara.

13. Bahwadidalampenjelasan Pasa151 ayat(I) UU MKdinyatalcan"yangdimoksudde"gun
hak kons!tillsiono! adoloh hok-hakyong didtill darnm UUD 1945" Penjelasaritersebut

*
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kernudian didaborasi di dalam Putusan Mallkamah Konstitusi N0. 0061PUU-1/1/2005 dan

putusan-putusari Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang merryatatcan
Mahkamah Konstitusiteiah menentukan 5 syarat mengenai kenigiari konstitusional
sebagaimanadimaksud datam Pasa151 ayat(I) UU MK, yakiisebagaiberikut:

a. hanis adahak dan/ataukewenangan konstitusionalPemohonyang diberikanolehUUD
I945;

b. hak darnatau KGwenangan konstitusionaltersebut dianggap telah dirugikan o1eh
berlakusiya undang-undang yang dimohonkanpengujian;

c, Rerugian hat datatau kewenangan konstitusionaltersebut bersifatspesifik dan alrtual,
setidak-tidaknyabersifat potensialyang menurutpenalaran yang wajardapat dipastikan
atan te^jadi;

d. adahubungan sebab atibat(cawso!verb@rid) antarakerugianhak dadataukewenangan
konstitusionaldengan undang-undang yang dimohonkanpengujian; dan

e. ada kernungkinan bahwa dengan dikabulkarmya peruiohonan, inaka kerugian hatc
datatau kewenangan konstitusional yang didanIkaritidak akan atau tidalclagitel:jadi.

14. Banwa SGIain Iima syarat untok menjadi Feinohon dalam perkara pengujian undang-
undang terhadap Undarig-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Puttisari Mallkamah
Konstitusi No. 0061PUU-1/1/2005 dan Perkara No. 1/1PUU-V/2007, Mallkamali
Konstitusi meIaiui Putusan No. 271PUU-V11/2009 dalam pengujian formil UU No. 3
Tallun2009 tentang PerubalianKeduaUU1\10.14 Tabun 1985 tentarigMahkamahAgiing,
juga menyebutkan seiumlah persyaratarilain untuk menjadi Feinohon, ditegaskan o16h
Mahkamah Konstitusi sebagai balkut: "Dori pink!Ik Mahkamah (2003-200$!),
peror@?Igoiz 17N!; zen!t@inapembayorPC;iak dor payer; vide Flitz!san Nomor 00311'UU-
I^"2003) berbogaiasosiasidczi? NGO/LSMyoi?g concern telhodqp 3310/1! Undaizg-Undong
demi kepeniingoiipublik; badoiz hi, kt!in, Feinerintah dereroh, Iembogo negor@, doll loin-
loin, o18h Mohkqmcih dialiggap meminkilegcz! standing un!ark mengc!I'Mkon permohona, ,
pengi!/'ian, baikjbrmilmoz, pun materin, Undaizg-Undaizgierh@dap UUD 1945 4tharia, gcz
Lee Br^dges, dkk. dojom Judicial Review in Per. $peelive, 1995:,)";

Ballwa pendapat MK mengenaisyarat untilk menjadiPemohon daiam perkarapengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tersebut di atas telah diperkuat kernbali
daiam Putusan Malt<amah KonstitusiN0. 0221PUU-XII/2014, yang menyebutlcan ballwa
"warg@ ina^)arakalpembayorpq!'ak dorpQyer$) dipandaizgmeminkikepen!Ihgoiz$883!ai
dengan Pusa1 51 UUN0, 24 Tohull 2003 rentalzg Monkamah Konstitt!si. Hat inisesz, ai
dengaii oddgi!!in "120 taxation withour participation" dare $8b@trimya "120 participation
withowl lax". Ditegaskan MK "sendp warg@ negoro pembczyar pqj'ok meinparity@i hak
konsii!11storiglz, rimk mempersoalk:an setiap Undong-Undang";

PEMOHONBADANHUKUMPRIVAT

.

15.

P

16.

.

Bahwa Pemohon Isampai dengan Peruohon 111 menipakan Badan' Hukum Privat, yang
meinilikilegal storidzhg dan menggunakati hamya untuk menge!jukan peruiohonariini
dengan menggunakan prosedur organization siai?ding (legal standing);

Bahwa Pemohon Isampai dengan Pemohon 111 meminki kedudukan hukum (lego!
stand!fig)sebagaiPemohon pengujianUndang-Undang karenaterdapatketerkaitan sebab
akibat(coalsolverbond) dengan berlakunya UU No. 14 Tallun2008 tentang KGterbukaan
InformasiPublik, sehinggamenyebabkan hak KonstitusionalParaPemohondirugikari;

17.
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Bahwa doktrin orgqiziza!ionolstaizdi"g merupakan sebualiprosedur beracara yang tidal
hanya dikenal dalam doktrin al<an tetapijuga telah dianut dalam berbagai peraturan
perundangan di Indonesia, seperti 1.1U No. 23 Tallun 1997 tentang Fengelolanii
Lingkungan Hidup, UUN0, 8 Tallun 1999tentang Fernndungan Konsumen, danUUNo.
41 Tallun 1999 tentang KGhutanan;

Bahwapadapraktik peradilan dilndonesia, termasukjugadiMahkamaliKonstitusi, 'legal
standing telah diterima dan dialui menjaditnekanisme dalam upaya pencarian keadilan,
yang mafia dapat dibuktikan antara lain:

a. DalamPutusatiMahkamahKo'nstitusiN0. 001-021-022/PUU-112003 tentangPengtijian
UU. No. 20 Tahun 2002 tentang Icetenagalistrikan;

b. Datam Putusan MahkamahKonstitusi1*!0. 0601PUU-11/2004 tentangPengujianUUNo,
7 Tahun2004 tentang SumberDaya Airterhadap UUD 1945;
Dalam Putusan Mahkamali Konstusi Nomor 1401PUU-V11/2009 tentang Fengu'ian
Undang-Undang Nomor 11PNPS/I'chum 1965 tentarig Pencegahan Ponyalahgunami
darnatau Periodaan Agarna;

d. Daiam Putusan Mall<amah Konstitusi No. 71PUU-XI2012 tentang Fengujiari UU No.
17 Tahun 2011tentang Intel^errNegaraterhadap 000 1945;

e. Dalam Putusan MaltcamahKonstitusiN0, 31nUU-XII/2012 tentang Feng!Ijian UUNo.
17 Tahun2013 tentang OrganisasiKemasyarakatan terhadap UUD 1945;

20. Bahwa organisasi dapat bornndak mewakili kepentingan publik/urnum adalah organisasi
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalarn berbagai peraturan pen^Idang-
undangan inaupun yurisprudensi, yaitu:

a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
b. dalam anggaran dasar organisasi yang beTsarigkutan menyebutlcan dengan tegas

mengenaitujuan didinkannya organisasitersebut;
c, telah meIaksanakari kegiatan sesuai dengarianggaran dasamya.

Bahwa Pemohon I s. d Petriohon 111 adalali OrganisasiT\10n Feinerintah atau Lemba a
Swadaya Masyarakat yang tombuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan
keinginan sendiriditengah masyarakat yang didinkan atas dasar kepedulian untuk da at
berkontribusi dalam berbagai kegiatari SOSial dan kernanusiaari, terniasuk meningkatkan
pantsipasi dan prakarsa talcyat, mendorong transparansi dan akinitabilitas
penyelenggaraan negara, sertameme\jukanperlindunganhak asasimanusia (BuktiP-3);

Bahwa tugas dan peranan Feinohon I s. d Feinohon 111 dalam meIaksanakan kegiatan-
kegiatan untuk dapat berkontribusi dalain berbagai kegiatan SOSial dan kernariusiaari,
teamasuk meningkatkan partisipasi dan prakarsa rakyat, mendorong transparansi dan
alcuntabilitas penyelenggaraan negara, serta memaiukan perlindungan hat: asasi manusia,
termasuk pemenuhan dan perlindungan hak atas infonnasi, telah secara tenis-menerus
dilakukari dengan mendayagunakan Iembagariya sebagai sarana untuk merpei:juangkan
berbagai tujuan tersebut, serta cita-vita bangsa sebagaimana terniaktub di dalam
MukadimahUUD 1945;

Ballwa tugas dan peranan Feinohon I s. d Feinohon 111 dalam meIaksanakari kegiatan-
kegiatantersebutdiatas, dalamhalinimendayagunakanlembaganyasebagaisaranaunttik

18.
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mengikutsertakansebanyakmungkinanggotamasyarakatuntukdapatberkontribusidalam
berbagai kegiatan SOSial dan kernanusiaari, termasuk meningkatkan adjsiasi dan
prokarsa ratyat, mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, serta
meme!jukan perlindorigan halt asasi manusia, tennasukpemenuhan dan perlindungan hat
atasinfonnasi, dilakukantanpamembedakanjenis kelamin, SUIcu bangsa, ras, agarna, dan
lain-lain. Halinisebagaimanatercerrnin didalam haggaran Dasardaii/atau atta endirian
Para Pemohon (BuktiiP-4);

Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon Is. d Pemohon 111 datam menga'ukan
Ferniohonan Pengujian Pusa1 33 UU No. 14 Tallun 2008 tentarig KGterbukaarilnfonnasi
Publik dayat dibuktikaridengan Anggaran Dasar dadatau Anggaran RumaliTan a Para
Feinohon. Dalam Anggaran Dasar dadatau Anggaran Ruinah Tangga Para Pemohon
disebutkandengantegas mengenaitujuandidirikannyaorgariisasi, danParaPemohonjuga
telah meIaksanakan kegiatan sesuaidengan Anggaran Dasar-nya (Vide BuktilP-4):

a. Dalam Pusa1 2 Anggarar} Dasar dan Peruohon I, disebutkan ballwa YAPPIKA
meinpunyaimaksLtd dan tinuan dibidang SOSialdankemanusiami;

b. Dalam Pasa1 2 Allggaran Dasar dan Feinohon 11, disebutkan ballwa PATTIRO
meinpunyaimaksud dantujuan dibidang SOSialdankemanusiaan;

c. Daiam Pusa1 2 Angaran Dasar dan Pemohon 111, disebutkan bahwa PERLUDEM
meinpunyaimaksud dan tujuan di bidarig SOSialdankemanusiaan;

25, Ballwa dalam mencapai matsud dan tt!juamya Pemohon I s. d Pemohon 111 telali
meIakukan berbagai macam uschalkegiatan yang dilakukan secara tenis menerus,
sebagaimana halnya telah menjadi pengetaliuan urnum (, lotoirej;zi!er^). Adapun, bentok
kegiatan yang telah dilakukan o16h Para Pemohon adalalisebagai betikut:

a. Turut attif dalam setiap proses pengambilan keb^akan negara, terrnasuk dalam
pembentukanundarig-undangciq, a, 0, dengancaramemberikansejumlah masukankritis,
serta basil studi, dalam rangka memastikan ballwa setiap kebtiakan yang dihasilkan
SGIaras dengan kewt!jiban negara untuk memaiukan, memenuhi dan menndungi hak-
hak asasi manusia setiap warga negara;

b. Secara aktifmenyelenggarakan berbagaikegiatan untilk meningkatkan partisipasidan
prakarsa Talcyat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang SOSial dan
kernanusiaan;

c. MeIakukan monitoring kebfjakan dan berbagai kajian dalam rangka meinperkuat
demokratisasi, sistem Feinilu, perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan
transparansi dan alcuntabilitas dalarn penyelenggaraan negara;

d. Menerbitkan berbagai macam buku, laporan, jumal, inaupun bentuk-bentok publikasi
lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses
pangambilan keb^akan negara inaupun sebagai bahart masukan bagi para pengambil
kebtiakan, yangdalamprosesnyamensyaratkanadanyatrarisparansidan akses datadari
setiap penyelenggara negara;

26. Ballwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dual<ukan o16h Feinohon I s. d
Peruohon 111 adalah dalam rangka melaitsanakan halt Konstitusional yang dimilikinya,
guna meinpe^juangkari balmya secara bersama untok kepentingan bangsa dan negara,
sebagaimana ditegaskan o1eh ketentuan Pasa128C ayat(2) UUD 1945, yang manyatakan,
''Seiiqp orang berhak unit, k memay'trimn din7iyn da!Qin meinpel:/'norigkciiz nohzy@ secor@
kotok!ill!nit, k me in banga!,? masyorQkor, bangscz dan iteg@rallya";

.
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27. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi itlang partisipasi mas arakat
dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan senipajuga mengemuka di dalam
seiumlahperaturanperundang-undangan. KGtentuanPasa18 danPasa19 UUN0. 28 Tailori
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Betsih dan Bebas dan Konipsi KOIusi dan
Nepotisme; dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan
dalam rangka menujudkanpenyelenggaraan negarayang bersih;

BallwaketentuanserupajugaditegaskandidalamPasa115 UUN0. 39Tahun 1999tentari
Hak Asasi Manusia, yang mengatakari ballwa setiap orang, balk secara pribadi inau un
kolektif berhak untuk mengembangkan dirtnya dalam rangka meinbangun mas arakat,
bangsa dan negara. Bahkan kernudian di dalam Pusa116 UU Halt Asasi Manusia
disebutkan secara khusus tentang hat individu atau kelompok untuk mendirikan suatu
organisasi untuk tujuan SOSialdan kebajikari, tennasuk menyelenggarakaripendidikaridan
pengajaran hak asasimanusia;

Ballwa persoalan yang menjadi objek dan UU No. 14 Tallun 2008 tentang Keterbukami
Informasi Publik yang diuji~materitIkari o16h Para Pornohon menipakan POTSoalarisetia
warga negara karena sifat universalnya, yang tent11 bukan hanya urusan Pemohon I s. d
Feinohon 111, terutamamenyangkutkeberlanjutan danruangpartisipasimasyarakatdalain
pembangunari bangsa dan negara, tennasuk memastikan transparansi dan atuntobilitas
penyeleng'garaan negara, yangmenjadipra-syaratpenting dan demokrasi;

Bahwa Iebih jauh, pengajuan peruiohonan pengiLitan undang-undang a 9,310, meni atan
wujud kepedulian dan upayaPemohon Is. d Feinohon 111untuk terus-menerus mendoron
partisipasi dan mistatif masyarakat dalam pembangunan, tennasuk dalam u a a
peruenuhan dan perlindungari hak asasi manusia, pemberaritasan korupsi, inau un
penyelenggaraan pemerintalian negara yang bersih, transparari dan aimntabel;

Ballwa Pemohon I khususnyatelah meIalcukan berbagaiupayabersama den an or adsasi
masyarakat sipillainnya, yang tergabung dalam Janngan KGbebasan Meinperoleh
Infomnasi Indonesia (Freedom of I?!formalton Ne!'work Indonesia-FOli\ID, untilk
mendorong tobimya UU No. 14 Tallun 2008 tentang KGbebasarilnfonnasi Publik,
terniasukjuga torlibat di dalam monitoring implementasinya, seperti advokasi Ginilihari
anggota Komisilnfonnasibaik Pusat inaupun Propinsi;

Bahwa upaya-upaya yang dilakukan o1e}I Pornohon Itidak semata-mata beThenti ada
pemilihan anggota Komisilnfonnasi, tetapijuga meIakukanberbagaike^ian secara tenis-
menerus dalam rangka mendorong kebebasan infomnasi di Indonesia, seperti den an
meIakukan monitoring independen mengenai implementasi Open Government
Farmershj!? chindonesia, pada tallun 2013. Monitoring ini dilakukari untuk men ukur
seiauh niana keterbukaan institusi-institusi pemerintahari di Indonesia, khususn a dalam
meIaksanakanUUoqt, 0(EUktiF'-5); '

Ballwa ambiguitasrumusan Pasal a quo yang beTalcibatpadaketidakpastiarihukum dalam
penerapannya telah mengancarn upaya-upaya yang SGIama inidilakukan o1eh Feinohon I,
dalarti memastikan pemajuan hak atas infomnasi setiap warga negara. 01eh Rarenan a,
keberadaan Pasal a quo telah beratibat pada te^jadinya kenigian konstitusional Feinohon
I, baik secara aktual inaupun potsnsial;

28.
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34. Bahwatutnusannormadalam Pasal@quosecaranyatajugatelahmengakibatkankerugian
konstitusional bagi Feinohon 11. KGrugian ini sebagai atibat dad kelenturan tafsir
ketentuan Pasa1@9140, yang berdasarkanrumusamiya dapatdite^jemahkanolehpelaksana
undang-undang dengan sebegitu rupa, sesuaidengankehendak dan kepentingannya;

35. Bahwa kelenturan tarsir tersebut dapat berakibat pada tiadanya proses SGIeksi calon
komisioner Komisi Informasi, balk di pusat darnatau propinsi/kabupaten/kota,
sebagaimana yang dipersyaratkan undang-undang, yang dapat berimplikasi amu
berdampak pada masalah independensi dan kredibilitas Komisi dalam menialarkan
wewenang, tugas, dan flingsinya;

36. Bahwa kondisitersebut telah berootensi menggagalkan berbagai usaha yang dilakukan
o16h Feinohon 11 dalani Tangka mendorong keterbukaan infonnasi, sebagai bagiari dan
upaya lintuk memastikan adanya transparansi dan al<untabilitas dalani penyelenggaraan
pemerintahan, yang telah dilak11kan Feinohon U semenjak lama. Upaya-upaya tersebut
menjadi bagian yang sangat ponting dan integral dalam rangka mencapai maltsud dan
tojuan didinkarmya organisasi Feinohon 11. Sebagai contoh, ditchun 2010 Pemohon U
bersama dengan ianngan organisasi masyarakat sipillainnya, secara intens telah
meIakukan monitoring terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentsng
KGterbukaan InformasiPublik (BuktiP-6);

37. Bahwa terhadap Pemohon 111, yang salarna inIal<tifdalamupayapemajuan demokratisasi
dan perbaikan sistem Feinilu, termasuk di dalainnyajuga pembaruan data kepemilikan,
gunamemastikanpartisipasiyangseluas-IuasnyadariwarganegaradalamPemilu. Upaya-
upaya tersebut menjaditerhariibat dan terancam dalarn pencapaian dan keberlanjutarmya,
sebagai alcibat dan ketidakjelasan rumusan Pasal a quo;

38. BallwaPemohonlllsaatinitengalimengembangkanketerbukaandataPemilu(OpenDat@
Feinil"), sebagai bagian dan upaya mendorong keterbukamiinfonnasi publik, yang
metupakan salah satu mandat dan UU a 9310. Namun demikian upaya-upaya tersebut
terancam gagal sebagai al<ibat dan kelenturaritafsir Pasal a quo, yang berootensi
mengancam pencapaian tinuan dan UU a 9310, yang juga berdarnpak pada tel:jadinya
kenigian konstitosional Feinohon 111(Bukti19-7);

39. Bahwa dengan demikian adanya Pasal o quo, baik secara faktual atau setidak-tidalmya
porensialtelah menghambat'berbagaimacamkegiatan yang dilakukariolehPemohonls. d
Pemohon 111, sebagaimana dimaridatkan dalam AD/ART-nya untuk mendorong
penciptaan beragam kebijakan yang terkait dengan upaya mendorong keterbukaan
informasi, termasuk didalarmiyamemastikantransparansidanakuntabilitaspemerintaliari,
sehingga hak-hat konstitusional Pemohon Is. d Feinohon 111 dirugikan;

40. Bahwakehadiran Pusalaqz, o dengaricaralangsungmaupuntidak langsung, secaraumum
juga telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dimkukan secara terus-
menerusolehPemohonls. dPemohonllldalamrangkamenjalankantugas danperanarmya
untuk mendorongperlindungan, pemajuan danpemenuhanhak asasimanusia, Idiususnya
datamniemastikanpemenuhandanperlindunganhakatasinfonnasi, yangjugamerupakan
bagian malekat dan salah satuhak konstitusionalwarganegara;

41, Bahwa ketidakpastian hukum mengenai mekanisme pemilihan kernbali komisioner
Komisi Infomiasi, yang ditimbulkan akibat pengaturari pasal a 9,310 juga semakin

.

.

to



,

meinbuktikan bahwa keberadaari pusal a 93,0 secara fattualtelah menggagalkan upaya-
upaya dad Feinohon Is. d Feinohon 111, sokaligusjuga malahirkan potsnsi dinigikamiya
halt-hat' konstitusionalPara Pemohon akibat situasi ketidakpastian hukum tersebut;

REMOllONPERSEORANGANWARGANEGARAINDONESIA

*

42. Bahwa Peruohon IV merupakan individu warga negara Indonesia (Bukti P-8), yang
berinaksud menggunakan haknya sebagaiwarga negara sebagaimana d^arum o10h Pusal
27 ayat(1) dan Pusa1 280 ayat(3) DUD 1945, dengan mendaftarkan dinsebagai calon
komisioner di Komisiliiforrnasi Propinsi Gorontalo;

43, Ballwa kernudian Feinohon TV gagaluntuk menggunakan hakiiya sebagai warga negara,
untilk mendaftarkan din sebagai calon anggota Komisi Infornnasi, dikarenakan
Feinerintali Propinsi Gorontalo justru tidalc meinbuka proses saleksi, sebagaimaria diatur
o1eh Undang-Undang a quo. Gubemtir Gorontalo justru langsung mengeluarkari Surat
KGputusan Nomor 3231/1N111/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisilnfonnasi
Provinsi GOTontalo Periode 2015"2019, impa meIalui suatu proses soleksi yang
dipersyaratkano1ehUU o quo (mengangkat komisionerperiode sobeluinnya);

44. Ballwakeputtisan Gubernur Gorontalo dikeluarkandengan mengacupada ketentuanPasal
a 91,0, yangmenimbulkanpenafsiran ballwa KomisionerKomisilnforrnasidapat diangkat
kernbaliuntuk satu kan masajabatan berikutnya, tanpamelaluisuatu proses SGIeksiyang
dipersyaratlcanolehUUaqz40. HalininainpakdidalainpertimbangandikeluarkaimyaSK,
yang secara langsung menijuk pada bunyi ketentuan Pusal a quo, tanpa
meinpornmbangkan pusal"pasallain dalam UU a quo, yang mengatur mengenai proses
soleksi;

45. BallwaterhadapkeputusanGubemurtersebut, FeinohonlVtelahmelakukanupayahukum
dengan menge!jukari gugatari kepada Pengadilari Tata Usalla Negara (PTUN) Manado
(videBuktilP-8). NamoridalamputusannyaPTUNMariado manyatakan gugatantersebut
tidal< dapat diterima, dengan alasan penggugat tidalc morniliki alas hukum yang CUIrup
untilk menggugat SK dimaksud. Techadap putusaritersebut, Feinohon IV tengah
meIakukanupayahukum banding kepadaPT Ton Makassar;

46. Ballwa ketertutupan atSOS bagiPemohon IV untok mendapatkan kesempatan yang sama
daiam pomerintahan, te^jaili karena tidak dibukanya proses seleksi anggota Komisi
InforrnasiPropinsiGorontalo, yangmerupakan alcibat dan ambig!litastafsirniiiiusariPasal
a quo, sohingga jelas meinperlihatkan bahwa Pemohon TV telali mengalami kerugian
konstitusional, atdbat ketidakjelasan rumusan Pasa10 91,0;

47. BallwaPemohon V adalahperorangariwarganegara Indonesia (BuktiP-9), yangbeke^ja
sebagai sebagai Peneliti di Indonesian Parliamentary Center (TPC). Feinohon juga
inertipakan pegiat dalam advokasiketerbukaan inforrnasipublik dan sedang menialankan
mandat sobagai koordinator sekretariat Freedom of Information Network Indonesia
(FOINl), yang sehari-han mengawalimplementasi UU KGterbukann Informasi Publik;

48. Ballwa perhatian Feinohon V terhadap upaya mendorong keterbukaan infonnasi publik,
juga ditujukaridengan keseriusan Feinohon V meng}:ajiberbagaihalyang torkait dengari
keterbukaariinfonnasi, tennasuk kelembagaan Komisilnfonnasi. Halini sala}Isatonya

,
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ditujukandenganpublikasiPemohonV yangmenulisbukumengenai"FeinbaruanKomisi
Informasi: Menuju Komisilnfonnasiyang Mandiridan Profesional"(vide EUktiP-9);

49. Bahwa selain meIakukan kt\jian, Pemohon V saat jin juga tengah alctif meIakukan
pemantauan proses SGIeksi Komisi infonnasi Provinsi, di Nanggr'o6 Aceh Darussalarn,
Kanmantan Timur, SUIawesi Tenggara, Kanmantan Utara, Riau, Sunnatera Utara dan
SUIawesiTengah, sebagaimanifestasidan UU a quo;

50. Bahwa proses saleksi di betbagai daerah yang diparitau o1eh Pornohon V tersebut,
kernudiantergangguolehkeberadaanPasa1@9.1, o, yangrtiemunculkanberagampenafsiran
mengenai prosedur pengangkatankembaliKomisonerKomisilnfonnasi;

Ballwadengarisituasidemikian, berbagaiupayayang dilakukanolehPemohonV, sebagai
bagian darilangkah .untuk mendorong keterbukaan infonnasi publik, termasuk malalui
pembaruan Komisilnformasi, menjaditerhambat atibat keberadaan Pasal a 9110, 016h
karenanya FeinohonVjelassecarafaktualtelahmengalamikerugiarikonstitusionalakibat
dan rumusan Pasal a 9310;

52. Ballwa SGIain mengacu pada alas hukum di atas, Feinohon IV dan Feinohon V ju a
merupakan pembayar pajak faxp@yell yang dibuktikan dongari fotokopiNomor Pokok
Wajib P^jak (NPWP)(videBuktiP-8 danBuktiP-9). BallwaPemohonlVdanPemohon
V sebagai!a;cp@yer menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah torlanggar dengan
adanya ketentuan Pasal a quo, karena menciptakan keridakpastian hukum, sena
menghambat pemenuhan hak beroamsipasi dalam hukum dan pemerintahan, juga hak
untuk meinperoleh informasi. Sebagai pembayar p:\jak, Pemohon IV dan Feinohon V
berhak untuk dipenuhisegala hak-hat konstitusionalnya o16h negara. Dengan demikian,
syarat legal standing seperti disebutkan dalam 'Putusan Mahkamah Nomor 271PUU-
V111/2009 inaupun PutusariMchkamah KonstitusiN0. 0221PUU-XII/2014 telpenuhi;

53, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas keseluruhan Para Pornohon telah
memenuhi kualitas inaupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang
techadap Undang-UndangDasar1945 sebagaimanaditentukandalamPasa151humfcUU
No. 24 Tahun 2003 tentang Mallkamah Konstitusisebagaimanatelalidiubah dengan UU
No. 8 Tahun-2011 tentang Perubalian un No. 24 Tallun 2003 tentang Mallkamah
Konstitusi, inaupun Peraturan Mahkarnah Konstitusi dan seiumlali putusari Mahkamah
Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenaisyarat-syarat untok menjadipemohon
pengujiaii Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 01eh karenanya, jelas
pula keseluruhan Para Pemohon meminki hak dan kepentingari hukum mewakili
kepentingait publik untok mengajukan peruiohonan pengujian materiil Pasa1 33 UU No.
14 Tallun 2008 tentang KGterbukaan InformasiPubliktethadap UUD 1945;

,
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D. ALASAN-ALASANPERMOHOT. IAN

Ruan Lin ku Pasal an Diu'i

.

Ballwa peruohonan ini meng'I^jukan pengujian konstitusionalitas Pasa1 33 UU No. 14 Tahun
2008 tentang KGterbukaan Informasi Publik, khususnya separijarig frasa ", Impz k"t kernb@It"
ternadap UUD 1945.
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Dasar Konstitusional

b

Pusal I ayat (3)
Ketentuan

Pasa1 27 ayat (1)

Pasa1280 ayat(I)

an Di uriakan

Pusa1 280 ayat (3)

Negaralndonesia adalahNegaraHukum.
Segala warga negara bersamaarikedudukamya di dalam hukum dan
peruerintahan dan w&^jib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidal ada kecualinya.

Pasa1 28F

Setiap orang beThat atas pengakuanjaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adjlsertaperlakuan yang sama dihadapan
hukum.

Ar umentasiPermohonan

Setiap warganegara berhakmemperoleh kesempatanyang sama
dalam pemerintahan.

*^j^^:tnnan Pasaj;33.11'01t, ;44n;t!;.!;.!^!i;;$^:^I^::^^'f^initf^$*tit^':I$'!ii^^fin^:la''^tall ., u urn

Setiap orang berhak untuk betkomunikasidan meinperoleh
infomiasi untok mengembangkaripribadi dan lingkungan SOSialnya,
sena berhak untuk mencari, meroperoleh, meminki, menyimpan,
mengolah, danmenyampaikaninformasidengan menggunakan
segalajenis salur^I yang tersedia.

.

Materi

- ;11^g;-,., a I at $1j!; ._11'11c^11n^;;!^;Ii:;inn;t!^^.!I;!fitt! ^,^ g .'^ a
' ,S, ^ .!:I^: a ertentam'^1:1-den 'a'^' ^;!'^;try. ^,\Ajia;*?.-$:; ^^, , ^!:. 31'

Ballwa salah satu pilarterpenting dan terbentuknyanegaralndonesia selain bersandarpada
prtnsipkedaulatanrakyat, jugapenegasanpadaprinsipnegarahukuin, balmisebagaimaria
termaktub didajarn ketentuan Pasall ayat(3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan,
"Negara Indonesia adornhNegar@Hz!kg!in"'

55. Bahwa salali satu unsur telpenting dan negara hukum adalali adanya jaminari serta
tegakiiya prinsip kepastian hukum, halirii sebagaimana dikemukakan o1eh Gustav
Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechis), yang kernudian
dilembagakan dalam suatu bentok negara hukum, dapat diklasifikasikari ke dalam tiga
prinsip urnum, yaitu: purposiveness-kernanfaatan (arechildsstgkeit), 1'148!ice-keadilan
(gelech!igkei!), dan legal o871@illo?-kepastian hukum (rechtssicherhei!) (BuktiP-10);

56. Ballwa seialan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah
menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang
negarahukum Indonesia, sobagaimanadituliskandidalam Pasa1280 ayat(I) UUD 1945,
"Sell^p orang berhak oldspeng@kara??, I'dmina, z, perlindz, rigorz, dart kepos!ion hz, kumy@rig
adjlsend perlakuanyang sama dihadapaiz huh4m";

Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukurn. Halini seperti
dikemukakan o1eh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuahperaturan hukum perlu
tundukpada internal moraliti, o1ehkarenaitudalampembentukar^Iyaharus memerhatikan
Ginpat syarat berikut ini:
a. Hukum-hukum-barus dibuat sedemikian ru a sehin a da at dimen erti o10h Talc at

54.

.

57,

.

8.1^,/^,. i^!
a ^I, S 6.11u a

-*

b. Aturan-aruran tidak boleh bertentan an satu sama lain;
c. Dalani ITUkum harus ada ketegasan. Haltum tidalc boloh diuba}I-ubalt setiap wakin,

biasa. Fullerjugamenamakanhalinijugasebagai!!,^;

. . . I 9 .
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sehingga setiap orang tidak lagimengorientasikan kegiatarmyakepadanya;
d. Harus ada Konsistensi antara aimran-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan

pelaksanaan senyatanya(BuktiF-11);

58. Bahwa pentingnya KGpastian hukum tidak hanya dianut datarn tradisi rechtsstczo!, tradisi
the rule q/lowjugamemberikanpenegasantentangpentingnyakepastianhukum. The rule
of low sendiri dimakriaisebagai"alegalsystem in which rules ore c!eczr, well-understood
andj;itr!y enforced'~, sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kernungkinan untuk
disalahgunakan), muda}I dipaliami, dan menjaga tegakiiya keadilari, Kepastian hukum
menjadi salah Gin ihe rt41e of jam, yang di dalamnya mengandung asas legalitas,
prediktabilitas, dan transparansi;

59. Ballwa 'kepastian hukum' atau legal certainty dalam tradisiklasik the rule of!aw menurut
pendapat daii Friedrrich von Hayek adalah salah satu atribut utama dan !he rule of tow,
SGIain dua atributlainnya, yaki}i atribut berlaku unum (generality), dan atribut kesetaraan
(eqz!oily) (Bukti P-12);

60, Bahwa kepastian hukum (legal certoino?) menurut pendapat Hayek berartihukutn dapat
diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat
meinperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana atIran
tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. KGpastian h11kuin merupakan aspek penting yang
sangatterkait dengarikebebasan bertindak dartseseorang (vide BuktiP-12);

61. Ballwa benturan antar pasal dalam UU a quo, jelas telah bertentarigari dengan prinsip
kepastian ITUkum, yang menghendaki adanya kqjelasan rumusan dan suatu undang-
undang. Dijelaskan o16h Charles Eisenrnann, allli hukum Perancis:"Let?10 one claim !ha!
the legislator is prec!I'dedj}. Qin creating law. No. he is stillf'ee 10 create whatever he
likes, buieverything tha! he vond!y creates will be regular law. Wita!is more, in ihis way
the ceriaii?o1 of law is guardr?!eed by means of the wren'ormio, and homogeneity of
legislo!ive low'* (Bukti P-13);

62. Ballwa ketidakpastian hukum sebagaiimplikasi dan rumusan Pasal a quo nampal< dan
adanya praktik yang berbeda dalam SGIeksi anggota KomisilnfonnasiProvinsi Gotontalo
dengan SGIeksi anggota'Komisilnfomnasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi}\Iusa Tenggara
Barat, Provinsi Ban, Provinsi Kanmantan Timur, Provinsi SUIawesi Utara, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, inaupun pengisian anggota Komisilnfomiasi Pusat(1<. 1P);

63, Ballwa daiam pengisian anggota KomisilnfomiasiProvinsi Gorontalo dilakukan dengan
pengangkataiT kernbali secara langsung, tanpa menyelenggarakan suatu proses soleksi.
Sedangkan dalam pengisian anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
NusaTengoaraBarat, ProvinsiBali, ProvinsiKalimantanTimur* ProvinsiSulawesiUtara,
dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Komisilnfonnasi Pusat(KIP) dilakukan
meIaluisuaiu proses seleksisebagaimana yang disyaratkanoreh UU a quo;

64. Bahwa situasiini baru mengemuka pada saat proses SGIeksi, untuk periode ke dua, dalam
pengisiaii Komisi Informasi Propinsi. Dalarn prosesnya inuricul perdebatan mengenai
inalcsud dallinakiia dan ketentuan Pasal a quo, sehingga kernudian Propinsi seperti
GOTontalo berani unt11k langsung meIakukan penetapan kernbali anggota Komisi
Inforrnasi, dengan menijuk pada RetentuariPasal a 9240, tanpa SGIeksiterlebih dadulu;

.

.
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65. Bahwa penhal pengisian pimpinan atau anggota Komisilnfonnasi sesungguhnya terali
diatur dengan detail dan SIStematis di dalam Bagian KGdelapan "Fengangkatan dan
Feinberhentian" dalam Pasa1 30-Pasa1 33 UU a 9310 sebagaiberikut:

.

,

KGtentuan

Pasa1 30 (1) Syarat-syarat pengangkatari anggota Komisi Infonnasi: a. warga
negara Indonesia; b. meminkiintegritas dan tidal< tercela; c. tidal:
pernah dipidana karena meIakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana 5 <1ima)tallun atau Iebih; d. meminkipengetaliuan dan
pemahaman di bidarig keterbukaan Infomiasi Publik sebagai bagiari
dan hak asasimanusia dankebtiakaripublik; e. meminkipengalaman
dalamaktivitasBadanPublik;f. bersediamelepaskankeanggotaandan
jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota
Komisilnfonnasi; g. bersedia beketia penuh watttu; h. berusia paling
rendah 35 (tiga puluh rima)tallun; dan i. sehatjiwa dan raga.

(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Infonnasi dilaksanakari o16h
Feinerintah secaraterbuka, jujur, dan objektif.

(3) Daftar calon anggota Komisilnfonnasi wajib diumuinkan kepada
masyarakat.

(4) Setiap Orang berhak mengt^jukan pendapat dan penilaian terhadap
calon anggota Komisilnfonnasisebagaimanadimaksud pada ayat(3)
dengan disertai alasan.

.

Materi

Pasa1 3 I (1) Calon anggota Komisilnfonnasi Pusat basilrekrutmen sebagaimana
dimaksud dalam Pasa130 ayat(2) dinjukankepadaDewanPerwakilan
RakyatRepubliklndonesiaolehPresiden seiumlah21(duapuluhsatu)
orang calon.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminh anggota
KomisiTnfomnasiPusatmelaluiujikepatutandan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telali dipilih o1eh Dewan
Perwakilan Rakyat- Republik Indonesia SGIanjutnya ditetapkan o1eh
Presiden.

pusa1 32 (1) Calon anggota Komisilnfomiasi provinsi dadatau Komisilnformasi
kabupaten/kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pusal
30 ayat (2) dinjukan kepada Dewan Peruakilan Ratyat Daerah
provinsi darnatau Dewan Peruakilati Rakyat Daerah kabupaten/kota
o16h gubernur darnatau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh)
oralig calon dan paling banyak 15 (Iima belas) orang calon.

(2) Dewan Perwakilan Ratyat Daerali provinsi dadatau kabupaten/kota
meminh anggota Komisi Infonnasi provinsi darnatau Komisi
Informasi kabupaten/kota meIaiuiujikepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi provinsi dadatau Komisi Infonnasi
kabupateiYkota yang telah dipilih o16h Dewan Peruakilan Rakyat
Daerah provinsi dadatau Dewan Peruakilan Ratyat Daerah
kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan o1eh gubemur dadata11
bu ati/walikota.

.

Pasa1 33

66. Bahwajika dilihat dan ketentuan Pasa1 30 sampai Pasa1 33 UU a 9110 di atas, proses dan
mekanisme pergantian pimpinan atau anggota Komisilnfonnasitelah diatur secara

Anggota Komisilnformasi diangkat untok masajabatan 4 (empat)tahun
dan dapat diangkat kernbaliuntuk satu eriode berikutnya.
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sistematis. dalam adjan-bahwa ketentuan pasal yang satu dengan yang lainnya sating
berhubungaiisatu sama lain, atau hanis dinaca secara urut dan ketentuanPusa130 sumpai
dengan Pasa1 33;

67. Ballwa ketentuan mengenai proses dan mekanisme pemilihan pimpinan atau anggota
komisiinformasi yang sistematis dan sanng berhub^Igarisattt dengan yang lainnya, juga
tennasuk didalarnnya ketentuan Pasa133 khususnyasepanjang Itasa"^^!Z!!"
sehingga prosesnyateiitu mustjinengacudanmerujukmekariismepemilihansebagaimana
diatur o1eli UU a quo;

68. Ballwa pada faktanya, terdapat mekanisme berbeda yang dilakukan dalam proses
pengisian pimpinan dan anggota Komisilnfonnasi, sebagai akibat dan ambigiiitas atas
IafsirrumusaiT frasa"!^^!!" dalam Pasa133 UU a 9110;

69. Ballwa haltersebut seperti yang te^jadi di Provinsi GOTontalo, dongan adanya Surat
KGputusaii(SK) Gubemtir GOTontalo No. 3231/1N111/2015 tertangga1 13 Agustus 2015
(Bukti P-14), yang mengangkat (kernbali) pimpinan atau anggota Komisi Informasi
GOTontalo Periode '20/5-2019, tanpa meIalui proses dan mekanisme peruilihari
sebagaimana diaturdidalamUU a 9210. Daiamswamya, padabagiari"Menimbang"secara
eksplisit Gubernur Gorontalo mendasarkan keputusarmya pada ketentuan Pusal o quo,
tanpa secara utuh meinpertimbangkan pusal-pasal mengenai pengarigkatan anggota
Komisiliiformasi;

.

70. Bahwa apa yang dilakukan o1eh Gliberriur GOTontalo telah menihilkan setidakiiya tiga
tallapan penting daiam pemilihanpimpinananggotaKomisilnfonnasiProvinsiGorontalo:
Permmo. tidak meinbuka kesempatari bagi publik (warga negara di Gorontalo), untillc
mendaftarkan dinsebagaianggotaKomisilnfonnasi; Kedt, a, tidalcinenyampaikankepada
publik slapa saia calon pimpinan atau anggota Komisi infonnasikepada publik; Kerigo,
Tidak melibatkan Dewan Peruakilan Ratyat Daerali(DPRD) Provinsi Gorontalo sebagai
Iembaga negara yang merupakan kekuatan penyeimbang yang harus dinbatkan dalam uji
kelayakaii dan Repatutan calon pimpinari/anggota Komisilnfonnasi;

71. Bahwa apa yang dilakukarioleh Gubemur GOTontalo, berbanding terbalik dengan proses
pemilihaiT pimpiiian atau anggota KomisilnfonnasiProvinsiDKIJakarta, ProvinsiNusa
.Tenggara Barat, Provinsi Ban, Provinsi Kanmantan Timur, Provinsi S. ulawesi Utara,
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, inaupun Komisilnfonnasi Pusat (KIP), yang
menafsirkaiisecaraberbedaketentuariPasalaqt, 0, dengantetapmengacupadaPasal-Pusal
lain mengenai ^roses dan syarat pengarigkatan anggota Komisilnfonnasi;

72. Ballwa PI'ovinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Ban, Provinsi
Kanmantaii Tintur, Provinsi Sumwesi Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan
Komisilnforiiiasi Pusat (KIP), untuk mengisi kernbali pimpinari atau anggota Komisi
Informasi dilaksanakan meIalui suatu proses peruilihan pimpinan atau anggota Komisi
Informasi yang dilakukan dell Gubemur Provinsi DKIJakarta, ProvinsiT\jusa Tenggara
Barat, Provinsi Ban, Provinsi Kanmantan Timur, Provinsi SUIawesi Utara, Provinsi
Nanggroc Aceh Darussalam, dan Pemerintah dengan meinbentokpanitia SGIeksi;

73. Bahwa adanya proses befoeda yang digunakan o1eh beberapa provinsi, salad satoriya
Provinsi GOTontalo yang berbeda deng^I Provinsi DKI Jakarta, Provinsi 1.1usa Tenggara
Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kanmantan Timur, Provinsi SUIawesi Utara, Provinsi

,
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Nanggroe AcehDarussalarn, sebagaipengejawantahanataupelaksanaan dan Pasala quo, .:
khususnyafirasa"^g!!!", menunjukan ambiguitastafsir atasrumusan pasalcz!
9310, yang beta}atbat pada adanya ketidakpastian hukum terhadap proses peruililian;
pimpinanatauanggotaKomisilnfonnasi;

74. Ballwa terhadap persoalan tersebut Konitsi Infonnasi Pusat sebagailembaga yang
mengkoordinasi pelaksananri tugas dan fullgsi dan keseluruhan Komisi Informasi*
Itjususnya meIalui keluarnya seiumlah Peraturan Komisilnformasi, telah mengeluarkan
suatu petut\juk inclalui sebuah Policy Paper Kontisilnfonnasi Pusat Juli 2014, tentang
Fengangkataridan Feinberhentian Allggota Komisilnfonnasi;

75. Ballwa dalam Policy Paper tersebut Komisi Informasi Pusat menegaskan penhal
keharusan untok mengaitkan antara Pasa133 dengan Pusa1 30, Pusa1 31, dan Pasa1 32 di
dalam penalsiramiya. 01eh karena itu, menurut Komisilnfonnasi Pusat, pengarigkatan
kernbalimenurutPasa133, haruslahterlebih danulu malaluiprosesdursebagaimanadiatur
o1ehPasa130, Pasa131, dan Pusa132 UU a quo (BuktiP-15);

76. BallwameskiKomisilnfomnasiPusattelalimemberikanpenjelasan mengenaiperdebatan
tafsir Pasal a quo, namun dikarenakan tidalc adanya jenjang hitarki dan sumktur antara
Komisi Infonnasi Pusat, Komisi Infomiasi Propinsi, dan Kontisi infonnasi
Kabupaten/Kota, inaka penjelasan tersebut pun tidal menjadi rinukari yang sifatnya
struharal. Batikatidalam proses berikutriya, jika tidalc adakejelasan penafsiran atas Pusal
a 9340, juga betpotensi inuricul permasalahari senipa dalain proses pengisian anggota
KomisihitonnasiPusatpadaperiode berikutnya;

77, Ballwa menijuk pada UU a 9240 secara kelembagaan masing-musing Komisilnforrnasi,
baikdipusat, propinsi, dankabupateTVkotaadalahlembagayarigmandiri, tanpahubungan
strukturalsattisama lain, sehingga Komisilnforrnasi Pusat pun tidal< bisa meinpenganihi
keputusan ditingkatKomisiPropinsi danKabupaten/Kota;

78. Ballwasebagaiperbaridingariftasadiangkatkembalidalamberbagaiperaturanpeniiidang-
undangariyang mengatur mengenaimekariisme pengisianpimpinanamu. anggotaKomisi
Negara independen, Iazim dimaknaiharu's meIaiuisuatu prosedur SGIeksiterlebih danulu,
sebagaimana diatur o1eh Undang-Undang. Meskipun dalarn pengaturarmya disebutlcan
dayat DIPILIH ICBMBALlataLidapat D/ANGKAT KEMBALl, namun prosesnyahams
meIalui mekanisme yang sama, yaki meIaluitallapan proses dan mekanisme
SGIeksi/rekrutmen seperti semula (Iihat tabel):

.

.

*

Ketentuan

UUN0.30
Tallun 2002

tentang Komisi
Pornberantasari
TindakPmaria

Korupsi

,

Pasa1 34 :

Pimpinan Komisi
Feinberantasan

Konipsimemegang
jabatan salarna 4
(Ginpat)tallun dan
dapatDIPILIH
KEN^ERALlhanya
untilk sekali masa

jabatari.

Materi

Pemerintah

menyelenggarakan
SGIeksidengan
meinherituk Pansel,
menbatkan publik,
danDPRRluntuk

meIakukan uji
kepatutandan
kelayakan.

Mekanisme

Pemilihan

Pelaksanaan
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,

00N0.14

Tabun2008

tentang
Keterbukaan
infonnasiPublik

Pusa1 33:

haggotaKomisi
Infonnasi diarigkat
untuk masajabatan 4
(empat)tallerIdan
dapatDIANGKAT
kernbaliuntuk satii

periode berikutriya.

00N0.5 Tabun

1999 tentarig
Larangari
Praktik

Monopolidan
Persaingan
Usalla Tidalc
Sehat

Feinerintah

menyelenggarakan
SGIeksidengari
meinbentok Pansel,
meltbatkanpublik,
danDPRRluntuk

meIakukan uji
kepatutan dan
kelayakan.

Pasa1 31 ayat (3) :
Masajabatan anggota
komisi adalali5 (11ma)
tallun dan dapat
D/ANGKAT

kernbaliuntuk I

(satu) kan masa
jabatan berikutnya.

UUNo. 39

Tallun 1999

tentarig Hat'
AsasiManusia

.

PadaKomisi
InfonnasiPusat

untok periode 2013-
2017 dilakukan

pemilihan,
sementara di-tingkat
propinsimasih
innnculperdebatan
antarapemilihan
kernbaliatau

langsung diangkat
kernbali

Feinerintah

menyelenggarakan
saleksi dengari
merobentukPansel,
menbatkan pubiik,
danDPRRluntuk

meIakukariuji
kepatutaiidan
kelayakan.

Pasa1 83 ayat(4) :
Masajabatan
keanggotaan Koninas
HAM salarna 5 (Iima)
tabun dan setelah

berakhir dapat
D/AT, {Gl<. AT

kernbalihanya untuk
I(satu) kan masa
'abatan.

un No. 22

Tallun 2004

tentang Komisi
Yudisial

Feinilihan

KoranasHAM

menyelenggarakan
SGIeksidengan
merobentukPansel,
menbatkan publik,
danDPRRluntuk

meIakukanuji
kepatutan dan
kelayakan.

Pasa1 29:

inggota Kontisi
Yudisial memegang
jabatan SGIarxia masa 5
(Iima) tallun dan
sesudal, .nya dapat
DIFILIH kernbali

untok I(satu) kan
masajabatan,

UUN0.32

Tallun 2002

tentang
Penyiaran

,

Feiniiihan

Pemerintch

menyelenggarakan
SGIeksidengan
meinbentok Pansel,
menbati:an publik,
danDPRRluntuk

meIakukan uji
kepatutan dan
kelayakan.

Pasa1 9 ayat (3):
Masajabatanketua,
wattil ketua dan

anggotaKPIPusatdan
KPIDaerali3 (tiga)
tallun dan dapat
DIPILlllkembali

hanya untuk I(satu)
kan masajabatan
berikutnya.

Feiniiihari

Pemerintah

menyelenggarakan
seleksi dengari
meinbentuk Pansel,
menbatkanpublik,
dan DPRRlunttik

malal;ukan uji
kepattitan dan
kelayalcan.

Feiniiihan
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79. Ballwa dad tabel perbandingari di atas nampal< adanya ketidak-konsistenan daiam
penggurianiiistilali yang terkait dengan proses pengisian anggota atau pimpinan komisi
negara independen. Terdapat undang-undarig yang menggunakan 1stilali"dianglcat",
sementara sobagian undang-undang yang lain menggunakan istilali"dipilih", Initentunya
meinpornhatkanbeluniadariya desain yangjelas dalain pengaturan kelembagaankomisi-
komisinegaraindependen, SGIitnggamunculpengguiiaan istilahyangberagam;

80. Ballwa namun demikian, tabel perbandingan berbagai peraturan permidarig-undangan
yangmengaturmekanismepengisianpimpinan ataltariggotakomisinegaraindepe!Idendi
atas, juga meinperlihatkan bahwa ftasa "diangkat kernbali" hampir SGIalu ditafsirkan
dapat dipilih kernbali, artinya hanis meIalui suatu proses SGIeksi yang dipersyaratkan
undarig-undang terlebih dabulu;

81. Ballwa proses soleksi kernbali untilk masa jabatan kedua bagi pimpinan amu anggota
komisi negara independen, Ichiususnya Komisilnfonnasiini penting untuk memastikan
ballwa pimpinan atan anggota komisi yang terpilih kernbalimasih memenuliipersyaratan
yang diwajibkari o16h undang-undang, settingga mereka dapat menialankan tugas dan

~ hagsinya sebagaimanamestinya;

82. Ballwa dengar} gainbaran argumentasi di atas nampalc meski pada urnurruiya Itasa
"diangkat kernbali" pada urnunmya ditafsirkari harus meIalui proses SGIeksi kernbali,
namun implementasi Pusal a quo telah meinuriculkan praktik yang berbeda, sehingga
rumusan Pasal a 91,0 jelas tidal< memenulii kaidah kepastian hukuin, sebagai salali satu
prinsip dan moralkonstitusisebagaimanatelalidiuraikan dalaniargumentasi di atas;

,

,

.,.. .

turnu in asa g, ;13
es an" e rer, oe

9.3, e!I, .:!:!! a, , _91! a'._

83. Ballwa Pasa1 27 Ayat (1) UUD 1945 merryatatan: "Segalo warga negor@ be78@moan
kedz!dz, kuriny@ d@lain huh, in dan pemeri?Itah@it don way7b mew'wry'I!rig huh!in dan
pemerin!aha}:it14 dengo?Ittdak add kecz, antiya. " Feinyataari yang serupajuga ditegaskan
didalam Pasa1280 ayat(3) UUD 1945 yang menyebutkan ball\^. a:"setiap warg@ negoro
berhcikmempero!eh kesempo!anyczi!gsczm@ do!ampemerint@han";

84. Ballwa prinsip persamaan di inuka hukum dan pemerintalian merupakan salalisatLIPilar
kunci dan suatu negara hukum (the rule of!aw). Hat inisebagaimana ditegaskariA, V.
Dicey (Relocating The Rule of Law, 2009: 199), yang mengatakari ballwa suatu negara
hul<urn setidaknya hams meminkitiga. karalcteristik, yaitu:tegaknya supremasi hukum-
$147remocy of Imp, persamaan di depari hukum-89/101io, bt^fore the tow, dan adanya
jaminan sertamekanisme perlindungaridin atas hak-^:!we process of IQs (BuktiP-16);

85. Ballwakaitaimya dengan persamaan didGPan hukuin, Diceymenerangkan, ballwa semua
kelompokmasyarakat meminkiketertundukan yang sama chinata hukum urnurn negara,
yang d^alankan o1eh peradilan runnyn. The Rule of law tidal mengenal adanya
pengecualian bagi pejabat pemerintah amu orang-orang tertentu terhadap hukum yang
mengatur wargariegara secara keseluruhan, seperti hamya pada pengadilan administratif
(droit adminisiroi;i);
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Ballwa merujukpadatradisilhe rule of/^u, BriariTamanalia (2004: 33) mengatakan, jika
kesetaraan adalalipendamping dan kebebasan, mereka sepertisekeping roam uarig, yang
didasarkanpadakesetaraanmoralyang diberikankepadasemuaindividu sebagaimalatiluk
pemegang hat' yang otonom. Lebih jauh ditegaskaimya, persamaan atau kesetaraan
mensyaratkanbahwasetiap warganegaraharus meminkihakpolitik yang sama, terniasuk
didalamyapersamanndidepanhukum (BuktilP-17);

87. Ballwa seialan dengan pornikiran Tarnarialia tersebut, Larry May dalam Getting to The
Rule of Law (2011: 260) menyatakan ballwa Ihe rule of low SOSunggtihnya dibangun atas
dasar persamaan di depari hukum dan pornmbangan kesetaraan, dongan menghonnati
setia. p orang yang merupakan anggota masyarakat sobagai kuncinya. 01eh karena jin
prtnsip initidak menghendaki adanya pembedaan perlakuan torhadap sesama warga
negara (BunkiiP-18);

88. Ballwa untillc memastikan halitu, salali satu hal yang hams disediakan o16h negara
menurut Robert A. Dha1 (2006: 35) ialali memberikan atses bagi kesetaraan pontik,
terniasukpada rumig-ruang pontikpemerintahari. Pemikiran Dhaliriiberangkat dan teori
keadilan yang dikemukakan o16h JohnRawls (1971), yang menekarikaribahwa: (i) setiap
orang meminki hak yang sama wituk kebebasan yang paling Iuas dan serara dongan
dengan kebebasan orang lain; dan (ii) setiap oralig barus meminki peluang amu
kesempatan yang sama, tennasuk untilk mencapai POSisi-POSisi tenentu daiam
pomerintahan (BuktiP-19);

89. Ballwakedudukanyang samadidalampemerintaliarikemudiandiwujudkansalalisatuiiya
dengan hak yang setara untilk belpartisipasi daiam pemerintalian, balk dalam ruang
eksekutifmaupun legislatifsebagaimana ketentuan Pasa1 280 ayat(3) DUD 1945. Hat
dalam pemerintalian ini dapat dimakiiai sebagai halt bagi setiap warga negara untok
meminkidanmendapatkariaksesyangsainauntukmendudukiposisi-POSisitertentudalarn
peruerintahan, terniasuk Komisi-Komisi negara yang dibentuk dalam rangka mendukung
penyelenggaraanpemerintalian;

90. Ballwa aldbat dan ketidakjelasari nunusari Pusal a quo, telali berdampak pula pada tidalc
adanya atses yang sama bagisetiap warga negara untilk mendapatkan kedudukan yang
sama dalam pemerintahan, termasuk berpartisipasi dalam pemerintalian, sebagaimana
d^aminolehUUD 1945;

91. Ballwa adariya perbedaan alcses untok dudul< dan belpartisipasi daiam pemerintalian
tersebut nampalc pada adanya perbedaan mekanisme pengisian pimpinan atau anggota
Komisilnfonnasiyangte^jadidiPropinsiGorontalo danPropinsilainnya, sepertiNangroe
AcehDarussalam danDKIJakarta;

92. Bahwa pengisian pimpinan atau anggota KomisilnfonnasiPropinsi Gorontalo dilak11kan
dengan pengarigkatan langsung, tanpa meIalui SIIatu proses seleksi kernbali, SGIitngga
warga negara yang bendalcterlibat unitulc berkontestasi dalam pengisian jabatan tersebut
tertutup atsesnya. Sementara di Propinsilainnya, pengisian kernbali pimpinan atau
anggota Komisi Informasi barus meIalui suatti proses SGIeksiterbuka, sehingga setiap
orarig dapat berkontestasi secara terbuka;

93. Ballwa perbedaan situasi yang tel:jadi di GOTontalo dan propinsi-propinsilainnya, tentu
tidak bisa dimaknaisebagaisemata-mala persoalan praktik, tetapisebagaisebuah kondisi
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102. Ballwa pengangkatan kernbalisecara langsung pimpinan amu anggotaKomisilnfbrmasi,
impa meIalui suatu proses seieksitelah menghilangkan hat publik untok berpartisipasi
sekaligus mengawasi kirie^ja Komisiini. Tennasuk juga menghilangkan peran
DPI</DPRD yang seinestinya beTPOran pula dalam pengawasari/kontrol Komisilnfonnasi
ini, yang salad satunya dit^jawantahkan dalam peranari mereka pada proses seieksi
pimpinan atau anggota Komisilnfonnasi;

103. Ballwa tidalc adanya kontrol herkala meIalui proses SGIeksi ulang (re-election),
sebagaimanayangdipersyaratkanolehUUoqt, 0, teralimenghilangkankesempataripublik
untok meIakukan kontrol dan evaluasi atas kapasitas, kualitas dan kompetensi pimpinan
atau anggota 1<0misilnforrnasi;

104. Ballwa ketiadaniikontroluntuk mengukur kembaliindependensi, imparsialitas, kapasitas,
dankualitas dan pimpinanamu anggota Komisilnforrnasitersebutdapatberdampakpada
pemenuhan dan perlindungan hat atas infonnasi, yang menjaditujuan dan UU a 9110,
Batikan, apabilaK. omisilnfonnasidiangkatdenganpertimbangansemata-matakeputusan
pemerintali(Gubemur/Bupati/^Iankota), tanpapeltbatan Iembaga/kekuasaan lain, seperti
diatur o1eh undang-undang, dalam beke^ianya Komisilnfonnasitersebut atan berpotensi
bias kepentingan pemerintali, dan tidalc menjamin serta menndungi hat publik atas
informasi;

105. Ballwa tidalctercapainya tojuan dan LTU a qt, 0, terniasuk potsnsi bias kepentingan dad
Komisilnfonnasi dengan pengangkatan kernbalitanpa meIalui proses SGIeksi, sebagai
atibat dan keberadaan rumusari Pasal a quo, atan berdainpak pada tidak telpenuhinya
hak-hat atas infonnasi warga negara, khususnya infomiasi publik, sehingga ketentuan
Pusal@ quojugabertentangan dengan Pasa128F UUD 1945;

13. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas,
inaka kamimemohonkepada Maielis Hakim pada Mallkamah KonstitusiRepublik hidonesia
untok dapat memeriksa dan meinutus pennohonariujimateriilsebagaiberikut:

I. Menerima dan mengabulkan SGIuruh permohonan Pengujiari Undang-Undang yang
diajukanPAR/\ PEMOHON;

2. Menyatakan Pusa1 33 UU No. 14 Tahun 2008 sepanjang ftasa "din" k"t kernb"I^'

*

bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidalc dibaca "d;Flitih kernb"limel"I"is""t"
proses setoksiseb"g"ting"" dint"rpcs@131d"rip"sal32".

3. Menyatakan Pasa133 separijang ftasa ", Jim, k"tkembc^'tidalc meminkikekuatanhukum
mengikat, sepanjang tidalc dibaca "of4pi!ill kernb"It meI"I"i s"@," proses seleksi
seb"g"jin""a dint"rPus"I 31 d'4/11P"sat 32".

Atau apabila Maielis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain inohon putusan yang seadil-
adjlnya (ex aeqt, e et bono).

Jakarta, 10 Oktober 2016
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